Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sirii untuk perbaikan.

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYRAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-08.GR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI VISA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5),
Pasal 102 ayat (3), dan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor
31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin
Tinggal, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan,
serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora serta mengakomodir
penetapan klasfikasi visa bagi Orang Asing berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan tentang Klasifikasi Visa;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang
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Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6886);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6652);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun
2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan lzin Tinggal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG KLASIFIKASI VISA.

KESATU : Klasifikasi visa, terdiri atas:

1. klasifikasi visa kunjungan; dan
2. klasifikasi visa tinggal terbatas.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Klasifikasi visa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

Visa dan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi visa
sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku

sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 tanggal
23 Oktober 2023 tentang Klasifikasi Visa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) terhitung
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2025
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